
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMEzuNTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan PasaT 264 ayat (21 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahur.2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Paljang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencala Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang
mengamanatkan bahwa dalam hal Rencana Ke{a
Pemerintah ditetapkan sampai dengan bulan Januari
Tahun 2023.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencala Keda Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang....... I 2
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2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2O0l Nomor 135, Tambahan

Otonomi
Republik

Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor
21 Tahun 20Ol tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
66971;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tenlang Rencana
Pembangunan Jarrgka Panjang Nasional Tahun 2OOS-2O25
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47OOl;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa ka-li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 ter,tang Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht:r, 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68O1);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaltan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengal Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679\;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67s71;
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9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi papua Tengah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l5g, Tamba}lan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g05);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2olg tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6 178);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang
Laporal dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63231;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673O1;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalial dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jalgka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencala
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerl'a
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri....... /4
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 201g
tentang Staadar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun
tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keualgan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17g1);

22. Peratr:ran Menteri Dalam Negeri Nomor BI Tah:un 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimatsud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah;

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah;

4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;

5. Bupati ialah Bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah;

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua
Tengah yang selanjutnya disebut Bapperinda adalah Perangkat Daerah
Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan pemmusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penlrusunar,
serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi
Papua Tengah;

8. Rencana Pembangunan....... / 5
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8. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;

9. Rencana Pembangunar Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut
RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun yang memuat isi, misi dan ara_h Pembangunan Daerah dan
mengacu pada RPJP Nasional;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur
dan penyusunarnya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan
RPJM Nasional;

11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah
yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional
untuk 1 (satu) tahun;

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perenc€rnaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan
Iangsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD
adalah dokumen perencanazrn dan penganggaran Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan kegiatan suatu PD. serta
pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umurn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS);

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam
men]'usun rencana pembangunan Daerah.

disebut
rangka

Pasal 2

RKPD merupakan:
1. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode Tahun

2023, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2023; dan

2. Penjabaran dari RPJM Daerah Provinsi dal mengacu pada RKP, yang
memuat r€rncangan kerangka ekonomi Daerah Provinsi, prioritas
pembangunan Daerah Provinsi, rencana kerja dan pendalaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah Provinsi maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Pasal 3......./6



-6-

Pasal 3

(1) Matsud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan
sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. penJrusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah provinsi;
b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, prioritas plafon Anggaran

Sementara, dan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023; dan

c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam meny'usun RKpD Tahun
2023.

(2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah provinsi;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik

antardaerah, antarmang, antarwaktu, antarfungsi permerintahan
maupun antartingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perenczrna€rn,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalial dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan,

dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Povinsi;
c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Provinsi;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembalgunal Daerah Provinsi Tahun

2023;
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Tahun 2023;
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
g. BAB VII Penutup.

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalia-n dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB rV.......17



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Januari 2O23
PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/T'TD

zuBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Januan2O23
B. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUATENGAH

cAP/TTD

VALENTINUS SUDAR.IANTO SUMITO
NIP. 19700114 199202 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR I

t
M SH, M.Si

610 I 001NIP. 1

d

tl


